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KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA

NOMOR : 64 TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) DESA SIDAKARYA

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan
publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;

Bahwa untuk dalam rangka untuk meningkatkan Pelayanan Publik
tersebut dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dipandang perlu
menetapkan Keputusan Perbekel Desa Sidakarya Tentang Standar
Pelayanan Publik ( SPP ) Desa Sidakarya.

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok — Pokok Agraria;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota
Madya Daerah Tingkat 1l Denpasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3465);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
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75);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 tahun
2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun
2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran
Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 tahun
2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
615);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2012 Nomor 2);

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2014 Tentang



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun
Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2014 Nomor 16);

24, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

25. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun
2019 Nomor 87);

26. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/MPAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

27. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

MEMUTUSKAN:

Standar Pelayanan Publik pada Desa Sidakarya sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan;
Ketentuan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kesatu memuat:
1. Komponen Standar Pelayanan Publik yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:

a. Persyaratan;

b. Sistem, mekanisme dan prosedur;

c. Jangka waktu pelayanan;

d. Biaya/tarif;

e. Produk Pelayanan

f.  Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

2. Komponen Standar Pelayanan Publik yang terkait dengan proses

pengelolaan layanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:
a. Dasar Hukum
b. Sarana, prasarana dan/fasilitas;

c. Kopetensi pelaksana;
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Pengawas Internal,
Jumlah pelaksana;

Jaminan pelayanan

@ - o

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;

h. Evaluasi kinerja pelaksana.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua

dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan didalam melaksanakan

tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanaanal. 11 Aoril 2022

I WAYAN MADRAYASA

Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth.

. Walikota Denpasar

Ketua DPRD Kota Denpasar

Inspektur Kota Denpasar

Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Camat Denpasar Selatan

Arsip.
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